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KTPUTUSAN BUPATI HALITIAHTRA BARAT
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TENTANG

PEMBENTUKAI{ TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA {REI{JAI
BADAN KEUANGAN DAIT ASEI DAERAH

I{ABUPATEN TIALMAHERA BARA?
?AHUN ANGGARAIT 2A27

w
HALMAHERA
JAILOTO

BUPATI HALMAHERA BARAT,
trahwa i:erdasarkan keieni.uan Pasai l}s huruf a peratur.an
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 ?ahun zaLz tentang Tata cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah rentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
bahw-a unt.uk menjamir: ieriaksanairya penyusunan Renja
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk rim
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan rlan Aset
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A2T;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl parla
hufuf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang PemLrentukan Tim pen_vusunan
Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A2T;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-Undang Nomcr 23 Dai:urat Tahun T?SZ tcntang
Pembentukan Daerah-Daerah swantra Tingkat II daram wilavah
Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 46 Tahun lggg tentang pembentukan
Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan:
Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera seratan.
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur clan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
undang-undang Nomor 1 Tahun 2oa4 tentang perbendaharaan
Negara;
Undang-undang Nomor 25 tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Unriang-undang i,{omor 23 Tahun 2tL4 tentang Pemerintariral
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang peubahan atas
undang-undang Nomor 12 Tahun 2o7L tentang pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;
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10. undang-undang Nomor 20 Tahun 20,23 tentang Aparatur sipii
Negara;

i 1. Peraturan pemerintah Nomor i2 T'ahun 2oig tentang pengeioiaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2o2s tentang pengelolaan
Transfer ke Daerah;

13. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengeiolaan Barang Milik Daerah setragai mana telah
diubah dengan peraturan Menteri rlalam Negeri 1 Tahur, 2024
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi" 1g rahun 2arc
tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor g6 Tahun ,2afi tentang
Tata cara Perencanaan,pengendalian dan Evaluasi pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rzurcangan peraturan Daerah
Tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
cara Perubahan Rencana pembangu.ra, Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ketja Pemerintah Daerah;

i5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20ig tentanc,
Sistem In{brmasi pemerintahai: Daerah;

16. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 90 Tahun 2olg tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peratui'an M_entei:i Dalarn Negeri iiomor 19 Tahun zoza tentang
Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah ;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor z7 Tahun 2o2a tentang
Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor g00" 1-2g50 Tahun 2a2o
tentang Perubahan Ketiga diatas Keputusan Menteri dalam
Negeri Nomor 0s0-5889 Tahun 2ozL tentang Hasii verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasi{ikasi, verifikasi,
dan Nomenklaktur perencanaan pembangunan dan Keuangan
Daerah;

'24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Peubahan atas peratur-an Daerah Nomcr 5 Tahun
2076 tentang pembentukan dan sussunan perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

'21. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

'22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun'2423 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah i.,iomor 6Tahun Za\o tentang pembentukan dan susunan organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun2026 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A26;

24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor zo Tahun 2a21
tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat
Daerah;

25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2oz3
tentang Perubahan Kcempat atas Peraturarr bupati Halmairer-aBarat Nomor 10 rahun 2076 tentang struktur organisasi
Perangkat daerah;

26. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3/Kmsl 1/2026
tentang Pelimpahan Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerahdari Bupatl selaku Kepala Daerah kepacla Kepala perangkat
Daerah di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmairera Rarat
sebagai Pejahrat pemegang Kewenangan Kuasa pengguna
Anggaran Tahun 2A26:
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2a26 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah li.abupatei
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSI(AIE

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renjai Barlan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat rahun
Anggaran 2027 pada satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun Dokumen Rencana Keq'a (Renja) Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2a'27 sesuai dengan l{etentuan perunclang-undangan 

-1.rangberiaku;
segafa biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusanini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan nehnja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jai
Pada ?anggal : 19 2A26

BARAT,BUPATI

1- Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jai1olo,
3. Kepala BAPERRIDA Kab. Hnlmahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid. Adm.Umum

Kabag Hukum & Orgs

Tembusan disamlpai/r,ani kepada yth:

.Iabatan Paraf

Sekretaris Daerah lh
YNl

Kepala BKAD o.n
t?



KEPUTUSAN BUPATi HALMAHERA BARAT
NOMOR : 31.8 /KwS /112026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGAR AN 2A27

Kepala BKAD
Sekretaris BKAD
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Arnike Saban, S.Kom
- NurhayatiTitaheluw
- Mafud Mahmud, SE
- lrma T. Latif, SE
- Lidya

Pokja I (Pengumpulan dan Analisis Data)

LAMPIRAN :

TENTANG :

Penanggungjawab
Ketua
Sekretaris
Tim Sekretariat

Ketua
Anggota

Ketua
Anggota

Pokja ll{Penyusunan Draf Awaldan Koordinasi Pelaksanaan Forum Konsultasi publik}
Ketua : Kabid Aset
Anggota : Kepala Sub Bidang Anggaran pegawai

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
NurafayaniA. R, SE
M. Syahrizal Akbar, S.lP

Pokia tll (Penyelarasan Program dan Kegiatan)

: Kepala Bidang Anggaran
: Kepala Sub Bidang Barang Tidak Bergerak

Kepala Sub Bidang Akuntansi
Nurlaili, SE
Loisa Matelda Matitaputty, SH

: Kabid Perbendaharuan dan Akuntansi
: Kepala Sub Bidang Modal, Barang dan Jasa

Kepala Sub Bidang Barang Bergerak
Nurasia Salim, SE
Muhammad Ridwan, ST

Jabatan Paraf

Sekretaris Daerah
{1" ,

Ass. Bid. Adm.Umum /gr
Kepala BKAD .4
Kabag Hukum & Orgs V

A


